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Pendapatan Daerah

Diiancang'
1 Triliun febih

Bangli (Bali Post)

- t".ld$q!an daerah dalam APBD t.!t_ql 2016, dirancang sebesar Rp r,024 triliunlebih. Hal itu diungkapk.a-n penjab,at-(pj.) s"titi il;ciiD"*, Gede Mahendra pu_tra saat membacakan pidatonvr aqkl:gnat narir.t?n. p"rry"mpaian Ranperdatentang penvertaan Modal piaa rr epD saii eil Fi jdl;id;-B;li-ili"rra"""
serta Nota Keuangan Rancangan ABPD Tahun zoiC ai npno n"rgli, S"rri' tzglrrlkemarin.
, Dalam rapat parrpurna
,l,yang dipimpin Ketua DPRD
,iEangli Ngakan Made Kutha
,.ijParwata, Dewa Mahen-
,i;dra memaparkan penda-
i,patan rersebut dirancang
l'dari berbagai sumber. D]
r'antaranya PAD setresar Rp

;90 miliar lebih yang berasal
darr penerimaan pajak daerah

Rp 11 miliar, retribusi daerah
Rp 22 mi,liar. Hasil pengelo-
', laan kekayaan'daerah

yang dipisahkan Rp Z
miliar dan lain-lain

PAD yang sah Rp
b3 miliar.

_ Selain itu. pendapatan juga
dirancang berslmbei dari dana
perimbangan dalam tahun 20.16.
yang dilencanakan Rp 690 mil-
iar, berasal dari bagi hasil pajak
atau bukan pajak Rp 19 miliar
lebih. Dana Alokasi Umum
(DAID Rp 568 miliar dan Daha
Alokasi Khusus (DAK).Rp 102
miliar. "Pendapatan daerah
juga dirancang bersumber dari
pendapatn daerah yang sah Rp
243 miliar," jelasnya. -

Dalam sidang tersebut. Dewa
Mahendra menyampaikan rin-
cian belaja daerah pada ApBD
?016, dimana untuk belanja

tidak langsung, pihaknya mer-
anc_?lg Ep 7O+ miliar, yang
terdiri belanja pegawai nfl SSi
miliar. belanja hibah Rp 400juta, belanja bantuan sosial
(bansos) Rp b00 juta. Sedang-
kan belanja bagi hasil kepada
provinsi, kabupaten/kota dan
pemerintahan desa Rp 3 miJ.iar,
belanja bantuan keuinean ke-
pada provinsi, kabupaten/kota
dan pelnerintahan desa Rp 117
miliar dan belanja tidak teiduga
Rp 1 miliar.
. - 

Seme-ntala belanja langsung,
ielas Mahendra Putra, dfu anca;g
Rp 419 miliar. Dimana, belanji
tung"rrrg ini sebagian b"ru" j,-
arahl<an untuk qemberi dukun-
ganyang lebih besar terhadap
pelaksanaan pembangunan yang
sangat mendesak darr segera
mendapatkan penyelesaian di
berbagai bidang sebagaimaria
yang tertuang dalam RPJM dan
RKPD Baneli 201G.

Ditambahkan, pembiayaan
daerah dalam APBD dirancang
Rp 99 miliar. sementara peneri-
maan pembiayaan dirancang
Rp 105 miliar yang bersumbei
dari asumsi silpa. Sedang-
kan pengeluaran pembiayaan
dirancang Rp 5 miliar. "Dari
komposisi tersebut, kalau kita,
bandingkan antara jumlah
pendapatan dan jumlah be-
lanja, maka posisi RAPBD 2016
dirancang defisit Rp 99 miliar
dengan sumber penerimaannya
direncanakan dari Silpa," kata
Nlahendra Putra. (kmb40)

Rp
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Aksi"Kriminal di Objek Vilal Tinggi

Penghapusan Proyek
Pemasangan

CCTV Dipertanyakan
Denpasar (Bali Post) -

Penghapusan proyek pemasangan Close d:Circuit TeleuLsian (CCTV) dalam Rancan-
gan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Badung 2016, memantik amarah
wakil rakyat di DPRD Badung. Legislatif meminta pemerintah tidak mencoret usulan
program o,glingkatan keamanan tersebut.,,Detail Engineering Design @ED) sudah
rampung dikerjakan tahun 2015,mengapa harus ditunda untuk dikerjakan? Apalagi
anggaran kita besar, pastilah bisa untuk menjalankan program ini," ujar Ketua Frakii
PDI Perjuangan DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, Senin (23/ll) kemarin.

Beila ini bisa dikomentad
pada acara Cilra Bali
Radio Global FM
Pukul08.00 - 09.30 wita.

tegasnya.
Tidak hanya itu, semakin banyaknya teror

di Indonesia, membuat kawasan Kuta perlu
mendapat pengamanan khusus. "Demi alasan
keamanan ini, kamiakan kawal agar program
CCTV untuk pengananan kawasan Kuta bisa
dianggdrkan tahun 2016." papamya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi
I DPRD Badung, Wayan Regep. Menurutnya,
pemasangan CCTV di Kabupaten Badung
harus nenjadi skala prioritas. "Program lampu
penerangan jalan mungkin menjadi program
tahun 2016, tetapi pengamanan juga perlu
diperhatikan. Saya setuju pemasangan CCTV
juga menjadi prioritas dalamAPBD 2016 men-
datang, karena DED-nyajuga sudah rampung
dikerjakan tahun 2015 ini," paparnya.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini
mengungkapkan. aksi teror ISIS juga mulai
mencekam dan pengamanan juga harus ekstra-
ketat di pintu-pintu masuk Badung, terutama
objekwisata Kuta. Denganbantuan CCTV ini,
pastilah akan membantu dalarn pengamanan
di wilayah tersebut. "Kami di lembaga Dewan
siap akan ikut memperjuangkan program itu,"

pungtasnya,
Rencana pemasangan

CCTV di sejumlah titik di
wilayah Kabupaten Badung,
dibatalkan. Proyek yang di-
agendakan terealisasi tahun
2016 ini, dialihkan pada

pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ),
Padahal, DED alat pengintai kriminalitas itu
telah rampung dikerjal<an tahun 2015.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informasi @ishubLominfo) Kabupaten Ba-
dung Wayan Weda Dhgrmaja, Minggu (221111)
mengatakan. rencan[ pemasangan CCTV
di sejumlah titik di 4ecamatan Kabupaten
Badung belum bisa dilakulan. 'Kami iudah
mengajukannya ke ti& anggaran, namun be-
lum mendapat persetujuan. Mungkin tahun
2017 rancangan tersebut bisa terealisaei,"
uJar:nya.

Menurutnya, untu+ program tahun 2016
yang sudah disetuju{ anggarannya dalam
RAPBD 2016 adalah program pembangunan
dan fasilitas perhuburigan seperti pengadaan
dan pemasangan LP{ pada tempat-tempat
strategis di Kabupateh Badung, 'rehabfitasi
atau pemeliharaan LPJ di sejumlah titikjalan
protokol milik Pemerintah Kabupaten Badulg,
serta pengadaan dan pemasangan LPJ Pantai
Kuta. "Tahua 2016 yang menjadi prioritan
dari 19 program yang4kan dikerjakan adalah
pengadaan, pemasangian dan pemeliharaan
LPJ. Kami berharap, dengan perbaikan secara
bertahap ini, semua jalan di Kabupaten Ba-
dung bisa diterangi LPJ," terang pejabat asal
Des6 Sembung ini. (kqrb27)

Prhaknya berha:ap eksekutif
memasang anggaran untuk pro
gram Dinas Perhubungarq Komu-
nikasi dan Infonnasi Kabupaten
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Perbup Batal Diterbitkan
Alokasi Bansoldan Hibah Jadi Silpa

Gianvar (Bali Poet) - F
Peiaturan b,upati (perbup) terkair dana bansos clan hibah akh.

imya batal dite$itkan. Akibatnya. alokasi clana bantuan ters€but
di APBD-P 20 15 tak bisa dicairkan sehirEga akan nengenclap jadi
silpa (sisa lebih peAitungan angearan) di APBD 2016. KeputuFan
itu mengejutkan seiumlah pihak ternasuk di lingkaran pemerin-
tahan sendiri Bahka4 hal ini disebut-eebut sebagai pemicu bsuh
sidane paripuma DPRD Giaryar, Senin (2t11) kemarin

Pembatalan dikeluarkannya perbup t€ra€but diungkapkar
Wakil Bupati Gianyar I Made Mahayastra. Menurutnya,
keputusan pembatalan itu dilakukan berdasarkan hasil rqp4t
pirirpinan yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua'DPRD.
Terkait baDsos-hibah, sempat tertunda eidang ini (sidang
paripuma - red). Bupati siapkan perbup, karena sesuai ianji
Bupati tadi tanda tangani perbup," katanya.

Mahayastra mengatakarl Bupati eebenamya sudah me-
nandatangani perbup yang bakal oenjadi dasar hukum bagi
pencairan dana bansos clan hibah bagi lenbaga atau organ-
Gasi adat khususnya desa palraman dan suba.k. A.kan tetapi
serelah diLoordinasikan keoliali" muncul kekbawatiran bakal
terjadinya ketiDpangan perha-tian terhaclap organisasi atau
lembaga lainnya jika perbup inl dilefti$an. AtaB dasar itulah'
oerbuo akhimva tak iadi dit€tUltl$., ' '' "Bantuan [e pakraman dan suba]" itu yana ditandatan-
gani. Tapi agar tidal memunculkan kesan pilih kasih. maka
Iisepakati dina sebesar Rp I miliar yang diperuntutkan bagr
hibah dan bansos APBD Perubahan 2015 ki'ta gelontorkan ke
APBD Induk 2016 untuk menjadi silpa. Jadi kesimpulamya
tidak acla fang cair di tahun 2015 ini" kata Mahayastra.

Meski & APBD-P 2015 diputuskgatiilak dicairkan, Mahayas-
tra menvat .kaL alokasi darra baogdhhibah di RAPBD 2016
tetaD akan diansrarkan- Balrlan id0$lnva akan lebih besar
ketimbane rancaraan sebelumnvs SilS bebe€ar Rp 23 miliar.
Pasalnva. silsa vane t*aEd ftii CHIII hibah clan bansos di
apsn-i'zo r5 ak;n dialotai0ftmbdli dtahun anggaran 2016.

'Tetap dianggarkan sebesar'$ 23 niliar ditanbal clana gilpa

diluncurkan lagi Rp 8 miliar, jadi sekitar 31 miliar," katarrya.
Mahayastra belum bisa memastikan apakah pencairan

dana tereebut akan bisa clilakukan pacla tahun anggaran 2016.
Pihaknya menyatakan halitu tergarhmg atunn' Pemhb Gian-
var ridak insin ada masalah t€rkait pencairan dana bansos dan
iribah 

""hinssa 
tida-k mau buru'buru mengambil keputr'ran.

'Xani tidalGgin ada masalah. Ta-kut salah kebija.kan. Sebab
ternyata di provinsi, pergubnya a.kan ditarik," tegasnya.

Gtitr lanlut pihaknya mengakui kepurusan ters€but sangat
berar dan memiijki kon;kuensi-politrb. Apalagi 6€ksi di DPRD Gi-
anyar khususnya PDI-P sar8at ngotot mempeauangtan-pencairan
dana bansos-hibah. Namun pihakrya optimis masalah terebut
akan secera terselesaikan. Saya yakin akan chor-lal. Pinpinan
dewan akar koordinasikan hasil rapat pimpirun sebelum paripur-
na tadiL," ujamya. Sementara itu, Ketua DPRD Gianyar Wayan
Taeel Winarta mengatakan, piha-knya sebenarnya cukup kecewa
deiean keputu6an tarsebut. ALan tetapi. dia mengatui bahwa
perb'up tersebut masih memellukan kajian hukum yang lebih
bendilan. Selain itu, piha-knya juga nasih menunggu kepastian
mekanisme pencairan dana teGebut di titgkat provinsi.- 

.

Pihakryi masih berharap dana bansos dan hibah bisa alic-

airkan dengan perslanatan lebih s€derhana, terutama untuk
lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan pe)estarian
adat dan buclaya. Sepanjang acla peluang kami t€tap akanDenr-
saha. Kalau tidal cair di 2015, akan dicairkan di 2016 dengan
persyaratan yang harus clilergkapi]' tegasnya (krnb26)
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Pj. Wali Kota Denpasar Sampaikan REPq2q16

Dirancang Rp 1,87 Triliun Lebih

RANPERDA - pj. wali Kota Denpasar A.A. Ged.e Geriya menyerahhon pengantar Ranperda

A7BD Kot.- Denpasar clan enam Ranpnrio-ioio-n.ipo"orh'pg1g !<-etua.DRPD Kota Den-

pasar I Gusti Ngurah Ged,e pad.g p"*Out ooi "iii"Si 
S"ntn lZStl l1 hernarin' vang nantinva

'aZ"iot-aiiliiii" pembahaian birsa*o Frahsi DPRD Kota Denpasqr'

kotf dan pemerintahan desa,
sertra belania bantuan keuangan
kep[da provinsi&abuPaten /kota,
pemerintah desa dan Partai Poli-
iik serta belanja tidak terduga.
Belania pegawai dirancang RP
gZg, t S mitiar lebrh, belanja hibah
dirancang Rp 34.09 miliar lebih.
belanja bantuan sosial dirancang
Ro Z.OZ miliar lebih, belanja
bisi hasii dirancang RP 57,94
miliar lebih, belanja bantuan
keuangan kePada Pemerintah
provinsi/kabuPaten/kota, Pe-
merintah desa dan Partai Politik
dirancang Rp 152,19 miliar lebih,
danr belanja tidak terduga dalam
tahhn anggaran 2016 dirancang
Rp B mi-liar.- 

Dalam kesemPatan tersebut,
Pi. Wali Kota juga menyampar-
kan enam RanPerda Yang terdiri
dari Ranperda tentdng PenYe-
Ienhgaraan KearsiPan. Ran-
perdi tentang Pengelolaan Ca-
gar Budaya. RanPerda tentang
Perlindunsan dan Pengeloiaan
Linskungin HiduP. RanPerda
tentlne Pemondokan, RanPerda
Izin Usaha Jasa Konstruksi, dan
Ra4rperda tentang Pendaftaran
Usdha Pariwrsata. (ad1279)

PEMBUKAAN Sidang
Paripurna DPRD Kota Den-
pasar, Seni.n (23lII) kemarin di
Gedung DPRD Kota Denpasar,
mengagendakan pidato pen-
gantar Pj. Wali Kota Denpasar
tentang penjelasan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (RAPBD) Kota Denpasar
tahun Anggaran 2016 dan enam
Rancangan Peraturan Daer-
ah (Ranperda) Kota Denpasar.
Sidang dibuka Ketua DPRD Kota
Denpasar I Gusti Ngurah Gede.
Sidang dihadiri seluruh anggota
DPRD Kota Denpasar, Pj. Wali
Kota A.A. Gede Geriya, Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah
Kota Denpasar, Sekda Kota Den-
pasarAAN Rai Iswara dan Pimpi-
nan SKPD Pemkot Denpasar.

Pj. WaIi Kota Denpasar A.A.
Gede Geriya mengatakan, ke-
bijakan yang akan dilakukan
dalam penlrrsunan APBD Tahun
Anggaran 2016 adalah mening-
katkan kemandirian pendanaan
pembangunan di Kota Denpasar
melalui optimalisasi pendapatan
asli daerah (PAD). Mengacu
pada kebijakan tersebut. penda-

tan daerah tahun anggar4n

2016 dirancang RP 1,87 triliun
lebih yang berasal dari PAD,
Dana Perimbangan dan lain-lain
pendapatan daerah Yang sah.
PAD D"np^sar dirancang RP

7I5,32 miliar lebih Yang berasal
dari paiak daerah. restribusi
daerah, hasil pengeiolaan keka-
vaan daerah yang diPisahkan
ierta lain-Iain PAD Yang sah.
Persentase kontribusi PAD
telhadqp alBD sebesal 38,14

Dersen. membawa DenPasar
dikate gorikan sebagai kota Y ?nq
memil"iki kemamPuan fiskal
cukup tinggj serta telah terjadi
beberaPa tahlln teral(hrr Inl'

Geriya mengatakan, dana Per-
imbangan Pada tahun Anggalan
2016 dirancang RP ?94'01 mfiar
lebih, terdiri dari bagi hastl pajak
dan basi hasil bukan Pajak, Dana
AlokasiUmum dan Dana Alokasi

l9o.t.tl-D-4!u !e -elhqqil 
pajak d?n

bagi hasil bukan pajak dirancang
Rp 69,89 miliar lebih. Dana Alokasi
Umum dirancangRP 661,79 miliar
lebih, Dana Alokasi Khusus diran-
cang Rp 62,32 miliar lebih.

Kebijakan belanja daerah
yang terdiri dari belanja lans-
gung dan belanja tidak langsung
diarahkan untuk memenuhi be-
lanja pegawai, belanja hibah, be-
lanja bantuan sosial, belanja bagi

lq.il lgpqaa Prgvmi /keUY! q tig
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Pantau Proyek Fisik di Nusa penida

Suwirta Minta Pengerj aan Dipercepat
Semarapura (Bali Post) -

Adanya sejunlah proyek molor
di Kecamatan Nusa Penida men-
jadi perhatian Bupati Klungkung
I Nyoman Suwirta. Didampingi
Sekkab Klungkung Putu Gede
Winastra, Kepala Inspektorat
Ida Bagus Sudarsana, Kabag
Perlengkapan Ketut Sena, dan
Camat Nusa Penida GustiAgung
Gede Putra Mahajaya, Bupati
turun ke lapangan untuk menge-
tahui pengerjaan proyek-proyek
itu, Minggu (2211D.

Proyek pembangunan yang
dipantau di antaranya rehab
ruang belajar SMAN 1 Nusa
Penida, pembangunan ruang
kelas baru SMKN 1 Nusa
Penida, rehabilitasi sedang/
berat ruang guru SMPN 2 Nusa
Penida, rehab ruang kelas SDN
2 dan 4 Sakti, serta pembangu-
nan ruang kelas baru SMP satu
atap Bunga Mekar.

Sejumlah proyek yang diker-
jakan swakelola itu masih dalam
tahap pengerjaan, sedangkan
kualitasnya bervariasi. "Penger-
jaannya harus dipercepat agar
selesai sebelum tutup tahun,"
ujar Suwrrya.

TURUN - Bupati Klunghung I Nyoman Suwirta (tengah)
turun melihat sejurnlah proyeh yQng ad.a di Nusa Penida.

ingga proyek dapat dituntaskan asal Ceningan tersebut.
sesuai rencana. Selain itu, ia \.llolornya pengerjaan reha-

mengajak masyarakat un- bilifasi sedang/berat ruang guru
tuk bersama-sama mengawasi SMPN 2 Nusa Penida telah dicek
pengerjaanproyek.sehinggaha- timl monitoring dan evaluasi.
silyangdiperolehsesuaiharapan Kendalanya antara lain jumiah
bersama. 'Masyarakat mesti ilut tenaga kerja yang terbatas. Un-
serta dalam pembangunan seko- tuk itu, batas waktu pengerjaan-
Iah di daerahnya," kata bupati nya sudah diperpanjang. (dwa)

Bupati meminta kepada
pihak rekanan untuk menam-
bah jumlah tenaga kerja. seh-

Bali Posl/dwa

I
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Rencana Kenaikan KesejahterAan pegawai

Diprioritaskan bagi
Pejabat

Setingkat Kadis
Mangupura (Bali Post) -
. ,Para pejabat di Badung dipastikan makin se-
Jantera.. t_as_alnya, rencana kenaikan kesejahteraanpegawai di Badung tabun 2016 tebih diprioritaskan
oagr p.eJabat-setingtrat kepala dinas (kadis). Rencana
Kenar|.an ini juga- sempat dipersoalkan Dewan. lan-raran betum mendapat persetujuannya. Draf perbuo
mengenai kenaikan tambahan pengahsilan ini, jugi
belum disampaikan ke Dewan.

Data yang diperoleh, dari Rr
,108 lnilier angg-"n 1"oriLrt
k- eseJahteraal pegawai di Ba-
dung, rata-rata pejabat eeelon II
setingkat.kepala dinas meneri-
oa di atae Rp 20 juta sebulan.
Bahkan, ada yang mencaDai
Rp30 juta. Sementara stafnon-
PNS hanya meneriua rata-rata
Rp 2 juta sebulan.

Anggota Ko-ici III DPRD
Badung I Wapn Sandrz men-
gatakan p;hattnfa tidal pemah
menolal adanya tambahan pen-
galasilan bagi pegawai. "IGmi
tidak menolak, kami sansat
setuju. NaBun dengao ca-ta-
taD. harus sesuai prosedur dan
menunjukkan rasa keafilan ke-
pada pegawai" ungkap Sadra,
Senin (2&11) kemarin-

Sandra sendiri meneaku
tshu soal rcncana besaran ke-
naikan. Namuq politisi PDI-P

hi menegaskan, sesuai aturan.
r€ncana kenaikan t€rsebut har-
us dengan persetujuan Dewan.
"Berikan kami breahdou,n-nva
untul dibahas. Kami insh aila
rasa keadilan untut pegawai,
Jangan sampai ada ketimpan-
gan yang mencolok," teqasnva.

Dalam rancangan tersebut,
.luga terungkap jika tambahan
penghasilan pegawai tertirgsi
diperoleh Sekrla yang mencapai
Rp 31.780.000 per bulan. fiis-
usul, Kepala Bappeda dan Lit-
bang, Kepala Inslrktorat dan
Asisten Setda Rp 30.030.000.
Selanjutnya Kabag Keuangan
menerima Rp 27.298.000, Se-
kwan menerima Rp 2?.334.000,
Kepala Dinas Pemadam Ke-
bakaran mendapatkan RD
25.,f61.00O, Kepala Dinas Pei-
hubungan,.Komunikasi dan
Informasi Rp 25.404.000, Kasat
Pol PP Rp 25.161.000.

Untuk kepala dinas lairmva,
rata-rata Rp 24 juta, dan ter-
endah diterima Kepala Dinas
Pendapatan Rp 23.350.000.
Itu pun kareru yang bersang-
kutan telah menerima uoah
pungut IUP). Kabag di Setda

juga mendapatkan sansat be-
sar. Selain Kabag Keuangan
yang tambahan pengasilannva
mengalahkan keptla din;s.
5,aoag tamJlya luga sargat besar.
f'{,abag Ad.mrnistrasi Umum- Ke-
bag Adminstrasi Keseiahteraan
Rakyat, Kabag Orttl, IGbas
Perekonomian, Kabah Humai
menerima Rp 23.948.000.

Bagaimana denran oeeawai
biasa? Staf PNS eolonsa;r I a
Dinas Pendidikin. plmuda
dan Olahraga hanva menerima
Rp 2.931.500, sedanskan staf
non-PNS dengan rjazah SD
menerima Rp 2.588.000. Rata-
rata staf PNS golongan rendah
meneriDa antara Rp 2.5 iuta
h[rgga Rp 4 jutaaa. Timlane-
nya kenaikan kesejahteraan
antara pejabat dengan pegawai
rIL, sangat disesalkan kalanean
DPRD Badune.

Kabag Humas dan Prctokol
Badung Anak Aguns Gede
Raka Yuda mengitakan, se-
Lama ini anggaran Kabupaten
Badung selalu mendapat juara I
nasional. Itu sebaqai bulti Pem-
kab Badung tidak pemah main-
mairr terhadap anggaran.

"Tambahan ini hanya
dinilmati 34 persen oleh pe-
gawai. Sisanya 66 perse4 asas
manfaat, seperti biaya opera-
sional sehingga dapat nen-
ingkatkan kinerja pegawai,"
ularnya.

Pihaknya membantah ke-
naikan id tidak dibahas sebe-
lumnya dengan DPRD. ?ros-
esnya sudal dibahas sejak awal
dalam KUA-PPAS. Setelah
dibahas. barulah disesuai.kan
dengan RKPA. Itu artinya, se-
harusnya tidak ada masalah,"
tandasnya. (kmb2?)
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Sejumlah Proyek Gagal Tdnder

Dua Digagas B att
Semarapura (Bali Post) -

Penyebab terhambatnya
pembangunan di Xabupaten
Klungkung selain karena keter-
batasan anggaran, juga akibat
banyaknya proyek yang gagal
tender. Seperti pada akhir No-
vember ini, ada sejurnlah proyek
yang dinyatakan gagal tender
dengan berbagai persoalan. AJ<i-
batnya, anggaran miliaran yang
seharusnya dapat digunakan
untuk mengembangkan pemban-
gunan hanya meirjadi sisa lebih
pembiayaan anggaran (silpa).

Proyek yang mengalami ga-
gal tender termasuk dua yang
digagas Bupati Klungkung I Ny-
oman Suwirta, yakni pengadaan
LED display dan pemasangan
palang pintu elektronik di Pasar
Galiran. Pengadaan LED dis-
play yang sempat bermasalah
dengan tempat pemasangan
tidak terealisasi karena tidak
ada penawaran yang yang lu-
lus evaluasi. Sementara provek
palang pintu elektronit di Pasar
Galiran gagal disebabkan tidak
adanya penyedia yang memasuk-
kan dokumen penawarar'r.

Proyek gagal tender lainnya
adalah pengadaan personal
komputer untuk pelaksanaan
UN Computer Based Test (CBT).

Proyek yang dila
nas Pendidikan

nakan Di-
muda dan

Olahraga (Disdik
paten Klungkun
terealisasi karen

ra) Kabu"
ini tidak

yang memasukka
penawaran sampai
yang ditentukan.
mikian, pengadaa

tidak ada
dokumen
tas waktu
ngan de-

komputer
yang rencananya u SMPN
2 Semarapura te
terealisasi.

ut tidak

Kadisdikpora
Klungkung I Nyor

abupaten
n MudartaKlungkung I Nyorn

dihubungi Senin 23l11) ke-
marin, rnembenar kegagalan
tender pengadaan
Meski begitu, piha

komputer.
nya masih

berupaya mereali
ini dengan memo.

an proyek

gan waktu proses . Pei:mo-
honan untuk mem anjang
tender proyek dengr
Rp 493,1juta ini tel
meja Sekda Klungk

Pengadaan kornp
Negeri 2 Semarapu.
digunakan dalarn p
UN 2016 yang mel
srstem con'Lpu.ter
''Untuk memenuhi
komputer pada UN
kami hanya bisa me
secara bertahap," u
darta. (dwa)

n anggaran
sarnpai di

ng
ter di SMP
a nantinya
laksanaan
ggunakan
ased test.
ebutuhan

stem CBT,
renuhinya
gkap Mu-
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Tolak Reklamasi

Rakyat Bali Beriuang Sendirian
Denoasar (Ball Post) -

P;rnratair n M( gawati Sot karnoputri
terkait ieklaurasi Teluk Benoa disebut hanya
menambah deretan elite politiL yang tidak be-
rani tegas'menolak rencana itu Sebelumnya,
Mecawiti trdlk rnRin dikalakan tidak setuju
den"gan rcklamrrsi. Meskipun Ketua Umum
PDfPeriuangnn ini menekankan, kalau mau
melakui<an ,sebuah reklamasi, maka yang
harus betul diperhatikan adalah masalah
lingkungannva. Atau secala tclnis adalah
masalah amdal-n1'a secara detall

''Ala..an-alasan furmal s.[alu saj'r dikedepa nk-
:rn mulai dari kesesuaian amdal dan lain-lain'

Seolah-olah rencana reklamasi ini proyek yang
tidak punva tr.Lth rcconl buruk dalarr pelak-

"urtonottyu 
selama ini." ujar Krxrrdinator For-

BAI-I Wayan "Gendo" Suardana, Senin (23/11)

ken:rrin, menyebut Megawati telah menutup
mata terhadap polemih reklamasi 'Ieluk Beno4
selama tiga tahun terakhir. "Saat Megawati
rnenvatakan bahwa sikapnya semata-mat:r dil-
etak-kan pada arndal maka Megawati pada saat
itu telah menutup rnata atrs berbagai pftrktit
bumk untuk mewujudkan keingittirn investor
me,rt'klamasi teluk." jr:lasnya.
Hal. 19
Kawasan Suci

"Saat Megllwati nr".-
nyathkan halrwa
sikapnya ser.)ata-nl;r.
diletakkan pai.i a rn (:{a !

maka Megawati pacle
saat itu telah n ier:utLp
mata ares:rerbagai
praktik buruk rr ntu fir

mewujudkan kr:r r rg iira n
investor merekli: lnasi
teluk.''

Wayan Gendo Suardana
Koordinator ForBALl

"Pantas saja selama
ini wakil-wakil rakyat
cenderung menutup
telinga terhadap aspirasi
masyarakat Bali. Kini se-
makin jefas bagi kralna
Bali, bahwa kita akan
terus berjuang sendiri
tanpa bantuan siapa.
siapa. Kita akan ber-'
juang eampai Perpr* 51
Tahun 2014 dicabut de.
ngan kekuatan rakyat."

Gede Bangun Nusantara
Ketua Forum Peduli Bali Dwioa

Edisi

Hal

| ,W,E NoLEibJ'?alt

:!
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Pada saat yang sama, lan-
jut Gendo. Megawati juga
telah lupa bahwa Teluk Benoa
adalah kawasan suci yang
tentu tidak sesederhana itu
untuk direklamasi. Sebagai
sosok yang banyak mendapat
tuah dari tanah Bali, seharus-
nya Megawati berani bersikap
Iebih tegas untuk menjaga
tanah Bali.

Ketua Forum Peduli Bali
Dwipa Gede Bangun Nusan-
tara mengatakan, Megawati
telah memberikan pernyataan
yang gamblang mendukun$
reklamasi asal sesuai aturan.
"Pantas saja selama ini wak-
il-wakil rakyat cenderung
menutup telinga terhadap
aspirasi masyarakat Bali.
Kini semakin jelas b ag; hr ama
Bali, bahwa kita akan terus
berjuang sendiri tanpa ban-
tuan siapa-siapa. Kita akan
berjuang sampai Perpres 51
Tahun 2014 dicabut dengan
kekuatan rakyat," ujarnya.

Bangun Nusantara me-
nambahkan, masyarakat BaIi
tidak perlu para pemimpin
yang tidak hadir ketika
rakyatnya membutuhkan.
Partai politik dan orang-
orangnya sudah terbukti
tidak memihak rakyat dalam
masalah reklamasi Teluk
Benoa.

Sebelumnya, Ketua Umum
PDI Perjuangan Megawati

Soekarnoputri menekankan,
kalau mau melakukan sebuah
reklamasi, maka yang harus
betul diperhatikan adalah
masalah lingkungannya
"Teknisnya adalah masalah'
amdal-nya. Jangan hanya
dilihat dari sisi amdal su-
dah semuanya dikatakan
beres. Tapi juga harus ada
spesifikasinya," ujarnya (BP,
23tr1).

Megawati menambahkan,
kalau ada rencana rekla-
masi, terlebih dahulu harus
dilihat bagaimana masalah
pergeseran air laut. Mengin-
gat, reklamasi akan membawa
pengaruh pada ekosistem laut
seperti terumbu karang, ikan.
dan plankton, serta masalah
angin. Hal-hal spesifik itrr
harus diperhatikan secara de-
tail. Sebab, setelah reklamasi
terjadi akan banyak mem-
bawa perubahan di kawasan
Teluk Benoa khususnya.

"Tetapi jangan lalu nanti
ditulis Ibu Mega tidak setuju
dengan reklamasi, itu tidali
seperti begitu saya katakar'.
Tapi ini harus diimbangi kar-
ena kalau sekiranya rekla-
masiitu sudah memenuhi pei:-
syaratan lingkungan, maka
sebenarnya kan kalau dibuat
dan dilakukan hal-hal yang
sifatnya ekonomi sosial itu kan
berarti bisa menambah nilai
tambah bagi warga Bali sehd
iri kalau khususnya bicara d
Bal|" imbuhnya. (kmb)
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Upaya Dapatkan DAK

Revisi UU 64 11958
Mendesak

Denpasar (Bali Post) -
R6visi Undang-undang No. :64 Tahun 195_8 _tentagg Pembentukan Daerah Tingkat

I Bali, NTB, dan NTT dinilai lebih mendesalr-ketimbang levisi Undang-uqdang No.33
Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Pemeriltqh Pusat dan Daerah. Pasalnya,
revisi UU 64 dengan menyebutkan potensi-potensi Bali akaq memb_uat pemerintah pusat
berkewajiban untuk menjaga potensi-potensi itu melalui Darfa Alokasi Khusus (DAK).

"struktur APBN yang dike-
luarkan pemerintah Pusat, di
situ jelas disebutkan bahwa
DAK itu bisa fisik, bisa non-
fisik. Cuma penggunaannya
pasti untuk apa. SePerti di Den'
pasar karena memiliki Prestasi
tPl,t (lndets Pembangunan
Manusia) tertinggi, maka dia
memiliki hak untuk memohon
DAK yang cukup besar sehu'
bungan dengan aPa Yang-dia
mau untuk memPertahankan
IPM," ujar anggota Komisi II
DPRD Bali, A.A. Ngurah Adhi
Ardhana, di qe4ung dqwan;

Senin (23111) kemarin.
Adhi Ardhana menambah-

kan, hitung-hitungan besar
kecilnya DAK yang didaPat
memang harus digali kembali.
Tapi paling tidak, peluang un-
tuk mendapatkan DAK terkait
daerah berprestasi itu lebih be-
sar. Terutama bagi Bali aPabila
pemerintah bisa menyebutkan
potensinya secara spesifik. Maka
DAK untuk potensi itulah Yang
bisa didapatkan nantinYa.

"Sekarang kalau kita mau
ngomongin kita mau minta
PPh badan, PPN terus kalau

semua daerah melakukan hal
itu, kan berlaku umum ini.
Terus pemerintah pusat siapa
yang membiayai? Tidak ada,"
jelasnya.

Adhi Ardhana melanjutkan,
tidak akan bisa kalau BaIi me-
minta bagi hasil dari pariwisa-
ta. Sebab, pendapatan negara
bukan pajak hanya bersumber
dari visa dan visa on arriual
yang besarnya Rp 1,4 triliun
saja. Itu pun akan menjadi nol
pada 2016 karena diberlakukan
bebas visa.

Berbeda dengan Adhi Ard-

hana,KoordinatorPansusRevisi kqn dalam konteks revisi UU
UU No. 33 Tahun 2004 dan UU in[, kita harus perjuangkan
No.64 Tahun 1958 DPRD Bali, bdrsama-sama,'1 jelasnya.
Dr. Nyoman Sugawa Korry jus- Terkait UU 64, Sugawa
tru lebih getol ingin merevisi UU mengharapkan sinergi antara
S3.Pasalnya,LruSSdinilaitidak anggota DPD-RI dan DPR-RI
adil bagi daerah yang tidak pu- untuk bekerja sama secara
nya supber daya alam. Sugawa proaktif menyusun rumusan
menambahkan, dalam danabagi perubahan yang diharapkan.
hasilyangbersumberdaripajak Dalam hal ini, politisi Golkar
pun BaIi masih merasa sangat ini menyebut perubahan tidak
tidak adil karena hanya baru sama dengan revisi. "Kita usul-
masuk PPh perorangan, belum kan UU tentang Provinsi Bali,
termasuk PPh badan dan PPN. dengan harapan teman-teman
Padahal di negara-negara lain DPR-RI dan DPD-RI lebih
sudah konsisten mengenakan proaktif ikut mempersiapkan-
pajak untuk wisatawan. Sedan- nya, danjangan sampai "kasep
gkandalamUUNo. 33sekarang tangkis" Iagi seperti lahirnya
belum diatur. UU tentang Desa, yang tidak

"Terhadap hal-hal itulah mfmpu memperjuangkan ek-
usulan kita sampaikan. Kenapa si$tensi adat dan budaya Bali
halinidipandangtidakrelevan. d4lam UU tersebut," tandas-
Sekecil apa pun Bali diuntung- nya- (kmb32)


